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Abstrak
Penerapan Good Governance pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Sedangkan bukti empiris yang dihasilkan dari riset sebelumnya masih menunjukkan hasil yang belum konklusif. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dievaluasi variable implementasi whistleblowing system yang diduga dapat memperkuat pengaruh penerapan Good Governance terhadap kinerja organisasi. Whistleblowing system ini dibuat untuk budaya korektif dan peduli pada masyarakat luar dan pegawai DJP agar bersama-sama mengawal proses reformasi birokrasi. 
Analisis data dilakukan dengan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance berpengaruh terhadap kinerja kantor pajak di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan whistleblowing system tidak dapat menjadi variabel pemoderasi atau tidak memperkuat hubungan antara good governance terhadap kinerja organisasi. 
Hasil penelitian juga memberi bukti bahwa whistleblowing system berpengaruh terhadap kinerja organisasi.  Hal ini mengimplikasikan bahwa peran masyarakat meningkatnya target penerimaan pajak setiap tahun maka diharapkan DJP senantiasa mewujudkan good governance dalam menjalankan organisasinya dalam mencapai sasaran dari visi dan misinya, begitu pula dengan penerapan whistleblowing system yang menjadi bukti bahwa DJP tidak pernah patah semangat dalam mempertahankan tekad untuk melaksanakan penegakan hukum sesuai kewenangannya.
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I. Latar Belakang
Sejak tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan reformasi birokrasi. Untuk menuju good governance dilakukan perbaikan secara mendasar terhadap sistem birokrasi. Memangkas jalur birokrasi agar menjadi lebih sistematis dan efisien. Perbaikan struktur organisasi dan administrasi tentu tak bisa berjalan tanpa sinergi dari SDM yang handal dan berintegritas. Untuk pembenahan SDM ini, Direktorat Jenderal Pajak tak henti-hentinya mengeluarkan kebijakan yang mendukung. Dari pemberian reward dan punishment yang seimbang, hingga pemberlakuan whistleblowing system yang mulanya menuai pro kontra di kalangan internal pegawai sendiri.
	Tujuan utama dari implementasi prinsip-prinsip good governance yaitu kinerja organisasi semakin meningkat serta hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi (Nubatonis dkk., 2014). Dari perspektif agency theory, pengukuran kinerja yang baik akan mengurangi asimetri informasi dan dapat mencegah manajer publik untuk berperilaku oportunis (dysfunctional behavior), yang selanjutnya akan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (Ulum, 2011).
Seberapa jauh keberhasilan penerapan good governance ini mampu meningkatkan kinerja organisasi kanwil DJP bengkulu dan lampung dengan whistleblowing system sebagai variabel moderasi, mengingat terjadi penurunan jumlah penerimaan pajak yang mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2015 setelah terungkapnya kasus-kasus mafia pajak yang melibatkan oknum-oknum pegawai pajak. 
Dengan melaksanakan good governance serta melaksanakan sebuah sistem yang dapat menjadi suatu sarana menanggulangi kebocoran-kebocoran penerimaan pajak yaitu dengan menciptakan whistleblowing system, maka dengan upaya tersebut diharapkan kepercayaan wajib pajak terhadap kesungguhan reformasi birokrasi yang dijalankan oleh DJP dapat ditingkatkan lagi, begitu juga dengan kinerja pegawai DJP yang akan menjalankan sistem tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penelitian ini hanya berfokus pada penerapan prinsip-prinsip good governance pada Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung terhadap kinerja organisasi dilihat dari perspektif petugas pajak. Penelitian akan dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada seluruh pegawai tanpa melihat jabatan di lingkup Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung yang tediri dari sembilan Kantor Pelayanan Pajak dan satu Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua golongan baik secara teoritis dan praktik, bagi organisasi DJP penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi pengambil keputusan DJP tentang sejauh mana penerapan prinsip-prinsip good governance telah diterapkan oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan bagaimana efek good governance mempengaruhi kinerja organisasi apabila dimoderasi oleh whistleblowing system dalam rangka meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Serta memberikan gambaran pentingnya whistleblowing system untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat dalam perspektif pegawai DJP kantor wilayah Lampung dan Bengkulu. 
II. Landasan Teori 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah agency theory, sebab perkembangan perspektif governance dimulai dari adanya agency theory yang berpendapat bahwa ketidakmampuan manager dalam melakukan pengawasan dengan baik membuat timbulnya perilaku opportunistic. (Lu & Batten, 2001). Selanjutnya menurut Lu dan Batten (2001),  corporate governance dikembangkan sebagai suatu cara untuk memastikan bahwa investor menerima return atas investasi mereka yang melindungi terhadap pengambil-alihan oleh manajemen atau penggunaan investasi kepada proyek-proyek yang tidak menguntungkan.   
Kinerja pemerintah harus dilihat dari interaksi antara berbagai macam faktor, sebab menurut Tangkilisan (2005) kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang datangnya dari dalam organisasi (faktor internal) maupun faktor yang berasal dari luar organisasi (faktor eksternal). Faktor-faktor tersebut ada pada konsep governance. 
2.1.  Agency Theory
Jensen & Mekling (1976) mengemukakan asumsi dalam agency theory bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Pemilik termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat, sedangkan pihak manajemen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. Lebih lanjut, Nuswandari (2009) menyatakan teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan. Pertama adalah masalah keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang telah benar-benar dilakukan oleh agen.
Latifah (2010) menyatakan bahwa agen memiliki informasi lebih banyak tentang kinerja aktual, motivasi, dan tujuan sehingga agen memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan moral hazard dan adverse selection. Adanya asumsi bahwa indvidu akan bertindak untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri, maka dengan asimetri informasi yang dimiliknya akan mendorong pihak internal (pejabat DJP) untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh pihak eksternal (Kemenkeu dan DJP) dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dan kroninya untuk melakukan KKN (Ulum, 2011). Selain itu, adanya permasalahan-permasalahan keagenan dalam sektor publik dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Undang-undang tersebut membuktikan bahwa adanya conflict of interest antara agen dengan prinsipal, agen dalam hal ini yaitu para pegawai DJP yang terlibat dalam kegiatan pengumpulan pajak menginginkan untuk memaksimalkan kebutuhannya dengan melakukan tindak KKN sedangkan Kemenkeu menginginkan DJP yang bebas dari KKN agar tercipta pelayanan publik yang maksimal.
2.2.  Good Governance
Good governance di Indonesia sendiri mulai benar–benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru.
Sektor publik sebagai salah satu unsur Good Governance terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi lembaga penyelenggaraan kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif dan menjadi domain yang terpenting dalam upaya mewujudkan good governance. Peran birokrasi/ administrasi publik adalah membantu pemerintahan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Membangun, mewujudkan/menerapkan good governance, bukan hanya berupa masalah perbaikan kondisi dan komitmen birokrasi dan administrasi publik saja, tetapi juga perbaikan kondisi dan komitmen dunia usaha dan masyarakat yang memiliki berbagai macam kelompok sosial dengan kondisi dan kepentingan yang berbeda.
Lu dan Batten (2001) berpendapat bahwa good governance harus dikembangkan dalam kontekstual dasar karena keadaan setiap negara yang spesifik sehingga tidak ada satu model pun dalam corporate governance dapat diaplikasikan secara cukup atau cocok memecahkan isu tata kelola di segala situasi pada setiap negara. Setiap negara harus membuat formula rencana reformasinya sendiri dan mengukur implementasi yang cocok untuk kondisi negaranya (Asian Development Bank, 2000).
Hauner dan Kyobe (2008) yang meneliti indikator pendidikan dan kesehatan berdasarkan faktor-faktor yang menentukan yaitu potensi ekonomi, institusional, demografi dan geografi dengan regresi memberi kesimpulan bahwa akuntabilitas pemerintah yang tinggi secara konsisten meningkatkan kinerja dan pengendalian korupsi dapat memainkan peran yang positif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia, hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif, sesuai dengan pendapat Larcker et al (2007) yang menguji apakah perbedaan struktur corporate governance berpengaruh atau memaksa perilaku eksekutif dan/atau memiliki dampak terhadap kinerja organisasi. Dengan kesimpulan hubungan antara corporate governance dan perilaku manajerial dan kinerja organisasi merupakan kepentingan mendasar bagi praktisi, akademisi dan pembuat kebijakan.  Anggapan dan keyakinan yang kuat akan pentingnya governance membentuk iklim regulasi saat ini untuk mendesain struktur governance. 
Dijelaskan menurut Sedarmayanti (2013) wujud good governance: penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Oleh karena  good governance meliputi sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkan good governance juga merupakan upaya melakukan penyempurnaan sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh dan terdapat beberapa prinsip/asas good governance menurut peraturan perundang-undangan, beberapa lembaga dan pakar. Maka berdasarkan Lu dan Batten (2001), Asian Development Bank (2000) dan prinsip/asas menurut Sedarmayanti (2013), disimpulkan bahwa implementasi governance di Indonesia mengacu pada asas good governance  menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
2.3.  Kinerja Organisasi
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 mendefinisikan bahwa pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Menurut Stephen P. Robbins, kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Kinerja organisasi menggambarkan sampai seberapa jauh suatu organisasi mencapai hasil setelah dibandingkan dengan kinerja terdahulu dengan organisasi lain (benchmarking), dan sampai seberapa jauh meraih tujuan dan target yang telah ditetapkan (Muhammad, 2008).
MacMillan dan Downing (1999) berpendapat dalam corporate governance ada dua kekuatan: satu adalah sumber dari usaha kreatif, dengan energi dan dinamisme kepemimpinan, menandakan arah masa depan; kekuatan lainnya lebih menghambat, menekankan akuntabilitas dan tanggung jawab atas kegiatan dan kinerja bisnis. Kinerja jelas relevan dengan aspek governance. Kepemimpinan dan akuntabilitas bisa menjadi indikator jangka pendek dari pengukuran kinerja untuk melihat keberhasilan keseluruhan atau kesehatan perusahaan. 
La Porta et al. (2000) menegaskan bahwa corporate governance adalah mekanisme pemantauan yang bertujuan untuk melindungi aset investor dari eksploitasi yang dilakukan oleh orang dalam. La Porta et al. (2000) menyatakan bahwa corporate governance muncul saat orang dalam perusahaan memiliki motivasi dan kesempatan untuk memanfaatkan aset investor demi kepentingan pribadi mereka. Intinya penerapan corporate governance adalah untuk memastikan perlindungan dan pemantauan aset investor, tidak ada mekanisme pemantauan yang lebih efektif dibandingkan dengan pemantauan langsung oleh pemangku kepentingan, meski melalui delegasi ke pihak tertentu (Saragih et al. 2012).
Otman (2014) menghasilkan penelitian bahwa terdapat pengaruh prinsip dan mekanisme corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini mendukung argumen bahwa  ketika perusahaan mengimplementasikan good corporate governance hasilnya akan meningkatkan kinerja perusahaan (financial performance dan  market value). Hasil studi ini juga mendukung perpektif agency theory bahwa mekanisme corporate governance dapat memitigasi agency problem menuju perbaikan kinerja perusahaan. 
KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak dimana didalamnya diatur acuan mengenai penyusunan anggaran, rencana kerja, perencanaan sumber daya manusia, teknologi informasi dan organisasi DJP untuk meningkatkan good governance dalam administrasi perpajakan. Pengukuran kinerja yang jelas dan transparan akan mewujudkan akuntabilitas publik yang tinggi yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya good governance. Pejabat DJP atau agent dalam perspektif agency theory dengan informasi kinerja yang valid, perilaku memaksimumkan kepentingan mereka sendiri (melalui KKN) akan dapat dikurangi. Bagi principal informasi kerja akan dapat dijadikan control sekaligus mengurangi asimetri informasi (Ulum, 2011). Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Master plan atau Rencana Strategis Masterplan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
2.4. Whistleblowing System
Whistlelowing secara harafiah dapat diterjemahkan sebagai “peniupan peluit”. Peluit dibunyikan selalu dengan tujuan agar pihak tertentu memberi perhatian kepada si peniup peluit. Dalam organisasi, praktek menarik perhatian pihak tertentu ini secara khusus digunakan untuk tindakan yang menunjukkan ketidaksetujuan individu terhadap praktek tidak benar atau bahkan tidak etis yang dilakukan suatu perusahaan. Jubb (1999) membatasi domain whistleblowing hanya sebatas sejauh mana pengungkapan itu diajukan ke publik. Dengan demikian, dia tidak memasukkan internal whistleblowing, meskipun penulis lain memasukkannya (Larmer, 1992). Hal itu dapat dipahami dalam konteks bahwa persoalan dan dilema etis yang terkait dengan whistleblowing umumnya muncul pada kasus-kasus external whistleblowing (Bertens, 2004). Pengertian whistleblowing dalam tulisan ini adalah pengertian yang lebih umum yaitu dengan mengadopsi  definisi Near & Miceli (1985) yang mendefinisikan whistleblowing sebagai: “penyingkapan yang dilakukan oleh anggota suatu organisasi akan praktek-praktek illegal, tidak bermoral atau tidak sah yang dilakukan oleh organisasi tersebut, kepada pribadi atau organisasi yang mampu bertindak untuk mempengaruhi praktek-praktek tersebut.
Penggunaan istilah whistleblowing pertama kali digunakan tahun 1963  ketika salah satu penjabat mengungkapkan praktek tidak etis terkait kebijakan di departemen dalam negeri Amerika Serikat (Vinten, 2000). Selanjutnya, praktek-praktek whistleblowing semakin dikenal dengan latar belakang pengungkapan tidak terbatas pada organisasi publik tetapi juga sektor swasta. Barnett (1992) meneliti tentang pengaruh ukuran organisasi, serikat  pekerja dan jenis industri terhadap kecenderungan karyawan untuk melakukan whistleblowing. Semakin besar ukuran suatu organisasi maka semakin besar kemungkinan karyawannya melakukan tindakan whistleblowing. De George (2010) mengemukakan 3 kondisi yang memperbolehkan praktek whistleblowing yaitu: kerugian pada pihak lain cukup besar karena praktek tidak etis dan atau tidak legal dari perusahaan, karyawan yang mengetahui hal tersebut melaporkan pada atasan langsung, telah menempuh prosedur formal lainnya di dalam organisasi ketika diabaikan oleh atasan langsung.
Dasar hukum penerapan whistleblowing system di Kementerian Keuangan adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang kewajiban melaporkan pelanggaran dan penanganan pelaporan pelanggaran (whistleblowing) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Di dalam aturan itu disebutkan bahwa setiap pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan pelanggaran atau indikasi pelanggaran. Sebagai imbangan dari kewajiban tersebut, kerahasiaan whistleblower akan dijaga. Selain untuk menghindari penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh oknum pegawai. whistleblowing system DJP juga dimaksudkan untuk membangun kembali public trust terhadap DJP dan mengajak seluruh pegawai DJP untuk mengubah budaya permisif menjadi budaya korektif yang berarti tidak akan pernah mentolerir adanya pelanggaran dengan cara melaporkan ke saluran pengaduan yang telah disediakan (siringoringo, 2014).
Taiwo (2015) meneliti mengenai efek dari praktek whistleblowing terhadap kinerja organisasi di sektor publik dengan melakukan survey terhadap pegawai pemerintahan di Lagos & Ogun States dengan hasil penelitian bahwa kebijakan whistleblowing mempunyai hubungan positif signifikan dengan praktiknya di sektor publik, kemudian perlindungan terhadap whistleblowers retaliation mempunyai hubungan positif signifikan terhadap kinerja sektor publik dan terakhir terdapat hubungan positif antara pengungkapan praktek unethical dan kinerja pada sektor publik. Rachagan (2013) melakukan review atas undang-undang yang mendorong/ menggiatkan dan memproteksi whistleblowers apakah sudah cukup untuk meningkatkan corporate governance di perusahaan yang terdaftar di bursa efek di Malaysia, hasil penelitian menunjukan bahwa dengan budaya masyarakat dan taksonomi dari perusahaan yang terdaftar di bursa efek Malaysia dan perusahaan lainnya di negara bagian Asia-Pasifik, dengan mempunyai undang-undang untuk mendorong dan melindungi whistleblowers untuk menghilangkan kecurangan perusahaan tidak selalu menjadi solusi. 
III. Metode Penelitian
Penelitian ini menguji pengaruh implementasi prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja organisasi Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dengan implementasi whistleblowing system sebagai variabel moderating. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei kepada pegawai di KPP Pratama di lingkup Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat statistik SmartPLS 3.0 dengan teknik analisis data metode SEM (Structural Equation Model). Kuesioner dibuat dengan menggunakan skala Likert 5 poin yakni: 1. STS (sangat tidak setuju), 2. TS (tidak setuju), 3. N (netral), 4. S (setuju), 5. SS (sangat setuju).
Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pegawai di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, dengan tidak membedakan jabatan di kanwil maupun di kantor pelayanan pajak pratama karena berdasarkan UU No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan dalam pasal 8 bagian 3 bahwa penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung-jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-Undang tersebut adalah yang mendasari prinsip/ asas good governance sesuai dalam pasal 4. Begitu juga dalam peraturan PER-22/PJ/2011 tentang kewajiban melaporkan pelanggaran dan penanganan pelaporan pelanggaran (whistleblowing) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak disebutkan bahwa pelanggaran dilakukan oleh setiap pegawai yaitu pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil di lingkungan DJP.
Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah kuesioner dikirimkan melalui pos dan diantar sendiri oleh peneliti. Kuesioner disebar pada Sembilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di wilayah Bengkulu dan Lampung dan satu Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, kantor pajak yang berada di sekitar wilayah Bandarlampung seperti KPP Pratama Kedaton, KPP Pratama Tanjung Karang, KPP Pratama Teluk Betung, KPP Pratama Natar, KPP Pratama Metro dan Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung. Populasi dari penelitian ini adalah pegawai dari seluruh pegawai di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama  (KPP) dengan jumlah pegawai sebanyak kurang lebih 820 pegawai. Dengan tehnik Slovin maka dihasilkan sampel sebanyak 269 orang.
Kuesioner dalam penelitian ini adalah kuesioner baru untuk variabel kinerja organisasi DJP karena penelitian ini menggunakan aturan terbaru mengenai rencana strategis (renstra) DJP tahun 2015-2019 (KEP-95/PJ/2015) sehingga berbeda dengan pernyataan kuesioner dalam penelitian terdahulu yang memakai renstra DJP tahun 2012-2014 (KEP-334/PJ/2012 sebagaimana telah diubah degan KEP-343/PJ/2013) oleh karena itu diperlukan pilot study. Peneliti melakukan pilot study untuk menguji validitas dan reliabilitas kuesioner final yang akan dibagikan, serta untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut dapat mengukur konstruk yang digunakan. Metode statistik yang digunakan untuk mengukur validitas dan reliabilitas pernyataan kuesioner dari ketiga variabel yang diteliti menggunakan SPSS.
Dalam penelitian ini ada dua jenis variabel yang akan diteliti yaitu variabel  independen adalah prinsip good governance dan variabel dependen yaitu kinerja organisasi DJP Bengkulu dan Lampung serta variabel moderasi implementasi whistleblowing system. prinsip good governance mengacu pada pada Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dengan indikator/dimensi Good Governance diambil dari prinsip-prinsip governance yang terkandung dalam UU dan peraturan tersebut adalah: penegakan hukum, tertib administrasi penyelenggaraan negara, kepentingan umum, transparansi, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas. Variabel whistleblowing system mengacu pada dasar hukum penerapan whistleblowing system adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang kewajiban melaporkan pelanggaran dan penanganan pelaporan pelanggaran (Whistleblowing) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan tiga asas yaitu prevention, early detection, proper investigation. Sedangkan variabel kinerja organisasi mengacu pada KEP-95/PJ/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Renstra DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Tahun 2015-2019 tentang Rencana Strategis DJP 2015-2019 dengan 11 dimensi yaitu penerimaan pajak yang optimal, pemenuhan layanan publik, kepatuhan wajib pajak yang tinggi, pelayanan prima, peningkatan efektivitas penyuluhan dan kehumasan, peningkatan pengawasan wajib pajak, peningkatan efektivitas pemeriksaan, peningkatan efektivitas penegakan hukum, peningkatan kehandalan data dan organisasi transformasi yang handal.

Berdasarkan rumusan penelitian dan penelitian sebelumnya, maka kerangka berpikir dalam penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel independen, variabel moderasi dan variabel dependen digambarkan sebagai berikut :

Kinerja Organisasi (Y):
1. Penerimaan pajak yang optimal (Y1)
2. Pemenuhan layanan publik (Y2)
3. Kepatuhan wajib pajak (Y3)
4. Pelayanan prima (Y4)
5. Peningkatan efektifitas (Y5)
6. Peningkatan ekstensifikasi (Y6)
7. Peningkatan pengawasan (Y7)
8. Efektivitas pemeriksaan (Y8)
9. Penegakan hukum (Y9)
10. Kehandalan data (Y10)
11. Transformasi organisasi (Y11)
Good Governance (X):
1.) Penegakkan Hukum (X1)
2.) Tertib Administrasi  Penyelenggaraan Negara (X2)
3.) Kepentingan Umum (X3)
4.) Transparansi (X4)
5.) Proporsionalitas (X5)
6.) Profesionalisme (X6)
7.) Akuntabilitas (X7)


	H1
	
H2Implementasi Whistleblowing System (M):
1.) Azas Prevention (mencegah pelaku melakukan pelanggaran). (M1)
2.) Azas Early Detection (mendorong antusiasme Whistleblower). (M2)
3.) Azas Proper Investigation (Penanganan yang efektif). (M3)






IV. Hasil dan Pembahasan
Penyebaran kuesioner sebanyak 235 dan kuesioner yang kembali hanya 228 sedangkan kuesioner yang valid diolah hanya sebanyak 222. Pilot test dilakukan dengan menyebar 40 kuesioner ke Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dengan karakteristik responden (lihat lampiran) disebar kepada pelaksana dengan jumlah terbanyak yaitu 26 responden dan kepala seksi diurutan kedua sebesar 7 responden dan sisa kuesioner kepada penelaah keberatan dan fungsional. Pilot test dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrument kuesioner serta untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut dapat mengukur konstruk yang digunakan. Indikator pernyataan pada Y4.1 pada variabel kinerja organisasi dalam kuesioner akan dihapuskan karena indikator Y4.1 di atas memiliki nilai r hitung  (Corrected Item  Total Correlation)= 0.313< r table (0.316), maka disimpulkan bahwa indikator kuesioner variabel ini dinyatakan tidak valid. Y4.1 yaitu meningkatkan proses pengolahan SPT dengan menggunakan media internet  dengan e-Filing yang ada dalam dimensi pelayanan prima (Y4).
Tabel 4.8 Loading Factor 
	Outer Loading 
	Good Governance (X1)
	Kinerja Organisasi (Y)
	Moderating X2 to X1
	Whistleblowing System (X2)

	Good Governance (X1) * Whistleblowing System (X2)
	 
	 
	1,295
	 

	a. Azas Prevention
	 
	 
	 
	0,854

	a. Penegakkan Hukum
	0,807
	 
	 
	 

	a. Penerimaan Pajak
	
	0.525
	
	

	b. Azas Early
	 
	 
	 
	0,881

	b. Pemenuhan Layanan Publik
	 
	0,893
	 
	 

	b. Tertib Administrasi
	0,856
	 
	 
	 

	c. Azas Proper Investigation
	 
	 
	 
	0,901

	c. Kepatuhan Wajib Pajak
	 
	0,736
	 
	 

	c. Kepentingan Umum
	0,772
	 
	 
	 

	d. Pelayanan Prima
	 
	0,751
	 
	 

	d. Transparansi
	0,694
	 
	 
	 

	e. Efektivitas Penyuluhan
	 
	0,851
	 
	 

	e. Proporsionalitas
	0,653
	 
	 
	 

	f. Ekstensifikasi Perpajakan
	 
	0,838
	 
	 

	f. Profesionalisme
	0,715
	 
	 
	 

	g. Akuntabilitas
	0,846
	 
	 
	 

	g. Pengawasan Wajib Pajak
	 
	0,869
	 
	 

	h. Efektifitas Pemeriksaan
	 
	0,811
	 
	 

	i. Penegakan Hukum
	 
	0,810
	 
	 

	j. Kehandalan Data
	 
	0,799
	 
	 

	k. Transformasi
	 
	0,819
	 
	 


Sumber: Data kuesioner, diolah (2017)

Indikator penerimaan pajak pada variabel kinerja organisasi dibawah faktor loading (0.60) yaitu 0.525 sehingga indikator menjadi tidak valid. Setelah indikator yang tidak valid dihapus, semua indikator memiliki faktor loading > 0.60, berarti semua indikator merupakan indikator  yang valid untuk mengukur konstruknya.
Tabel 4.9 Nilai Composite Reliability dan AVE Model Pengukuran
	 
	Composite Reliability
	Average Variance Extracted (AVE)

	Good Governance (X1)
	0,908
	0,587

	Kinerja Organisasi (Y)
	0,953
	0,671

	Moderating X2 to X1
	1,000
	1,000

	Whistleblowing System (X2)
	0,910
	0,772


Sumber: data kuesioner, diolah(2017)
Berdasarkan nilai composite reliability yang disajikan dalam tabel 4.9, menunjukkan bahwa ketiga variabel laten memiliki nilai composite reliability diatas 0,60 artinya indikator yang telah ditetapkan telah mampu mengukur setiap variabel laten (konstruk) dengan baik atau dapat dikatakan bahwa ketiga model pengukuran telah reliabel. Nilai convergent validity yang semakin baik ditujukan dengan semakin tingginya korelasi antar indikator yang menyusun suatu konstruk. Nilai AVE yang ditujukan pada tabel 4.9. menunjukkan bahwa ketiga variabel laten memiliki nilai AVE diatas criteria minimum yaitu 0.5 sehingga ukuran convergent validity sudah baik atau dapat dikatakan jika telah memenuhi criteria convergent validity.
R-Square dengan hasil 0.67, 0.33 dan 0.19 menunjukkan model kuat, moderate dan lemah (Chin, 1998), hasil 0.75, 0.50 dan 0.25 menunjukkan model kuat, moderate dan lemah (Hair et al,2011). Uji R-Square (R2) bertujuan untuk menentukan seberapa baik inner model (model struktural) yang dibentuk. Penelitian ini memiliki nilai R-Square (R2) = 0.436 (lihat tabel 4.12), hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki inner model yang moderate.
Tabel 4.12 R-Square (R2)
	 
	R Square
	R Square Adjusted

	Kinerja Organisasi (Y)
	0,436
	0,428


Sumber: ouput SmartPls, diolah (2017).
Berdasarkan tabel 4.13, Nilai R-square Adjusted persamaan Y= 0.500*X1 + 0.199*X2 + 0.052*X2X1 dari tabel di atas 0.428 menunjukkan bahwa 42.8% dari varians Y dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variabel X1, X2 dan X2X1, sedangkan 57.2% lainnya disebabkan oleh faktor lain di luar model.
Tabel 4.13 Hasil T-Statistik nilai loading model pengukuran
	 
	Original Sample (O)
	Sample Mean (M)
	Standard Deviation (STDEV)
	T Statistics (|O/STDEV|)
	P Values
	Signifikansi

	Good Governance (X1) -> Kinerja Organisasi (Y)
	0.500
	0.527
	0.095
	5.262
	0.000
	Signifikan

	Moderating X2 to X1 -> Kinerja Organisasi (Y)
	0.052
	0.053
	0.036
	1.447
	0.149
	Tidak Signifikan

	Whistleblowing System(X2) -> Kinerja Organisasi (Y)
	0.199
	0.206
	0.065
	3.079
	0.002
	Signifikan


Sumber: Path Coefficient, output SmartPLS, diolah (2017).
Uji t dimaksudkan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dari hasil path coefficient diatas dapat dilihat bahwa variabel moderasi implementasi whistleblowing system dengan nilai T-statistik 1.447 < 1.96 tidak berpengaruh signifikan hal ini berarti whistleblowing system tidak dapat memoderasi hubungan antara good governance terhadap kinerja organisasi DJP. 

1. Hipotesis 1
H1:  good governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi.
	Dasar pengambilan keputusan jika probalitasnya (nilai prob) > 0.05 atau - t tabel < t hitung < t tabel maka H0 tidak ditolak Jika probalitasnya (nilai prob) < 0.05 atau t hitung < - t tabel atau t hitung > t tabel maka H0 ditolak (t tabel untuk alfa=0.05 adalah 1.96 dan t tabel untuk alfa = 0.10 adalah 1.65).
	Pada tabel 4.13 nilai t-statistik = 5.262> 1.96  sehingga H1 diterima, yang berarti prinsip-prinsip good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Artinya bahwa pelaksanaan prinsip good governance di lingkungan DJP mempengaruhi kinerja organisasi DJP. Hasil ini sesuai dengan penelitian dari Hauner et al (2008) dan Larcker et al (2007) dimana coporate governance berpengaruh meningkatkan kinerja.
2. Hipotesis 2
H2: penerapan whistleblowing system berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pelaksanaan prinsip good governance terhadap kinerja organisasi.
Pada tabel 4.13 nilai t-statistik = 1.447 < 1.96  sehingga H2 ditolak, yang berarti variabel whistleblowing system tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pelaksanaan good governance terhadap kinerja organisasi.
Pada tabel 4.13 juga terdapat nilai t stat = 3.079 > 1.96 dimana nilai tersebut berarti whistleblowing system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Hasil ini sesuai dengan Park dan Blenkinshop (2010) dan Shmuel dan Shaul (1999) bahwa penerapan whistleblowing system berpengaruh secara langsung terhadap kinerja.
V. Kesimpulan dan Saran
Implementasi prinsip-prinsip good governance di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Hal ini dapat disimpulkan dari sisi persepsi pegawai pajak di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung bahwa prinsip good governance telah diterapkan dengan efektif dalam sistem administrtasi perpajakan dan dilaksanakan dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepostisme. Hal ini konsisten dengan penelitian Hauner et al (2008) dan Larcker et al (2007) yang berpendapat bahwa good governance sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja organisasi.
Whistleblowing system dalam penelitian ini tidak memperkuat hubungan antara good governance terhadap kinerja organisasi karena whistleblowing system mempunyai peranan yang penting dalam suatu organisasi dalam mencegah pelanggaran secara internal maupun eksternal bukan hanya faktor pendukung tetapi menjadi salah satu faktor utama yang penting dan mempunyai mekanisme peraturan tersendiri untuk mengoptimalkan kinerja organisasi yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil penelitian yang menolak whistleblowing system sebagai variabel moderasi, terdapat hasil yang menunjukkan bahwa whistleblowing system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Hal ini berarti whistleblowing system sebagai variabel moderasi berfungsi sebagai variabel independen (predictor) yang berpengaruh secara langsung terhadap kinerja organisasi sesuai dengan penelitian Park dan Blenkinshop (2010), Shmuel dan Shaul (1999) dan Taiwo (2015). Variabel whistleblowing system pada penelitian selanjutnya dapat diterapkan sebagai variabel independen. 
Pada penelitian ini variabel whistleblowing system hanya dilihat dari sisi peraturannya (policy), penelitian selanjutnya dapat lebih dalam lagi menggali variabel whistleblowing system karena variabel ini mengandung berbagai macam aspek seperti whistleblowing intention, whistleblowing action dan whistleblowing retaliation. Pemahaman mengenai whistleblowing system Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat mencegah dan mengurangi pelanggaran yang terjadi membentuk budaya baru DJP yang korektif, serta meningkatkan kepatuhan pegawai DJP. Hal ini pada akhirnya diharapkan akan mendukung pencapaian sasaran penerimaan pajak yang optimal.
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